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BAB I

PETDAIIT'LUAT

t. ulluil
Secara geografis Kabupaten Nias terletak di daer0h lthatullsliwa di bagian Baral Propinri

Sumatera Utara merupakan daerah rawan bencena balk dilebabken oleh alam meupun uleh
menusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsien, kerugian harla benda dan
kcngian dalam bentuk lain yang tidak ternilai ;

Penanganan bencana yang dltimbulken oleh Clim eteu kerona uleh manurle d.n
meealah pend'ungei harus dilakuka; secara menyeluruh dan terpedu mulai darl '3cbclum' pede

mat, keeiapsiagaan, pdnanganan darural hingga p€mulihen termeouk penanganan pcngtrngEi
dCngan l€bih menekankan alpek penangenen boncene keupaya p€nanggulangan kecinrtrrslan
y|ng momorlukan kecapaten dan kolepatan bertlndak ;

Setuen Polakeeha Pondnggulangan Bencana den POnengdnan Prngungsl (Satlak PBP)
ymg dit6tapken dengan Kaputrisin frpatl Nids Nomdr 34O,O2O/K/2006 ienggal 20 Janurd
1OOO pcrlu discguaikan dcngen pcrkembangan dan tuntutan kcbuluhan

l. orsm
r. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tenteng Pembenlukan Deereh Otonom Kabupalen-

Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumateta Utata.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pereturen Perundang-undangan;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintehan Deet'h.

d. undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anlara .Pemet inlah

Pusat dan Pemerinlah Daerah,

e. Pereturan Pomerinteh Nomor 25 Tahun 20fl) tsntang Ka/enengan Pem€rintah den

Kevrrenangan Propln3l g€bagai Da€rah Otonom;

f. Peraturan P€merintsh Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instangi Verlikal di Deereh;

g. peraturan presiden Rl Nomor 83 Tahun 2005 lentang Bedan Koordlnasl Ntsionel Penengenan

B€ncena;

h. Keputuran Msnteri Dela,ll Nogerl Nomor 131 Tahun 2OO3 tentdng Pedoman Penanggulangan

Bencana dan Penanganan P€ngungsi di Da€rah;

l. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 360/28i1lK/Tahun 2002 tentanO Pedoman

Penanganan Bencana dan Pengungsi Propinsi Sumat€ra Utarei

l. P€rafuren Deereh Kabupeten Nlag Nomor 4 Tahun 2ool l€ntang susttnan orgeni$d dan Ttl€

Keria Dinag Daerah Kabupaten Nias. sebagaimene lelah dirrrhah dengan Peofuren Daereh

Kabupaten Nias Nohror 16 Tahun 2003 tentang Perubahan alas Porahrr6n Dtereh Kebupeicn

Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisa3i dan Tete KerJe Diner Da€rth Keb. Nlr6;

k. Poraturan Daerah Ksbupaten Niag Nomor 5 Tahun 2OO1 t6nlan0 sulunan organlFtsl dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias, sebagalmana telah dlrubah den,,:'n Pcrrturan

Daerah Kabupaten Nias Nomor 17 Tahun 2003 tentsnd Perubahan atas Peraturen Dt€reh

Kabupaten Nias Nomor 5lahun 2001 tentang Su$unen Orgenba3i dan Tata Kerlr L€rnbcge

Teknis Daerah Kabupaten Nias;

l. peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 20Ol lentang Susunan Organisasl den Tata

Kerja Kecamatan Kabupalen Nias;



m. Keputusan Bupati Nias Nomor 360/827ll(2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan

Penanganan Pengungsi di Kabupaten Nias;

n. Keputusan Bupati Nias Nomor 340i020/K2006 tanggal 20 Januan 2006, tentang Pembentukan

satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (satlak PBP), Ruang

Pusat Pengendalian operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

(RUPUSDALOPS PBP) dan Tim Reaksi cepat Penanggulangan Bencana dan Penanganan

Pengungsi (TRC PBP) Kabupaten Nias.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Prosedur tetap ini dimaksudkan untuk memberikan persamaan persepsi, pengertian dan langkah

langkah pelaksanaan penanganan bencana bagi Personil Satlak PB/lnstansi Pemerintah dan

masyarakat di Kabupaten Nias;

b. Tujuan
Prosedur tetap penanganan bencana ini dimaksudkan unfuk dijadikan sebagai pedoman bagi

setiao Personil Satlak PB/lnstansi Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Nias dalam

Penanganan Bencana secara terpadu dan terkoordinasi;

4. PENGERTIAN

a. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusra

dan atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia. kerugian harta benda

kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan

gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

b. Gempa Bumi vulkanik (Gempa Bumi gunung api) adalah gempa yang ter.iadi disebabkan naiknya

fluida gunung api (gas, uap dan magma) dari bawah menuiu ke permukaan (Kawah)

mengakibatkan retakan yang menimbulkan getaran di sekitar rekahan dan merambal ke segala

arah.

c. Gempa Bumi Runtuhan adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh runtuhan batuan di daerah

kapur, karena adanya stalagtif yang iatuh di dalam gua yang dibentuk oleh proses pelarutan.

d. Gempa Tektonik adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh aktifitas tektonik di zona batas antara

lempeng dan patahan yang mengakibatkan getaran yang menyebar ke segala arah'

e. Tsunami adalah fenomena alam dalam rangkaian gelombang dalam amplituda dan kecepatan

tinggi yang disebabkan oleh kejadian-kejadian gempa bumi, letusan gunung api atau longsoran di

bawah tafiah. Tsunami dapat juga disebabkan oleh longsoran dengan volume besar di pinggir

pantai masuk ke laut dan oleh benda angkasa seperti meteor dalam ukuran besar yang jatuh ke

laut.

f. Gempa Bumi adalah goncangan tanah yang dapat menimbulkan dampak anlara lain, pelilikan,

korban jiwa, retakan tanah, pergeseran tanah, longsor, kerusakan sarana dan prasarana sena

kebakaran-

g. Banjir adalah suatu keiadian yang disebabkan adanya hujan yang terus menerus dalam kurun

waktu tertentu sehingga penyaluran air tidak dapat tersalur sebagaimana mestinya sehingga

teliadi luapan yang mElebihi daya tampung suatu lokasi/wilayah.

h. Tanah Longsor adalah suatu kejadian/peristiwa bergeraknya/bergesernya permukaan tanah

yang disebabkan oleh guncangan atau curah huian yang tinggi yang menyebabkan hancurnya

infra struktur.



i. peringatan Dini (early warning) adalah suatu peringatan/pemberitahuan tentang aken terjadinya

suatu peristiwa/kejadian.

j. DVI (disaster victim identification) adalah kegiatan identitas terhadap korban pada bencana

massal.

k. Mitigasi adalah upaya untuk meminimalkan dampak dan resiko gempa bumi itu, khususnya

sebelum bencana alam.

l. fiara Darurat adalah suatu kondisi dimana kegiatan masyarakat tidak dapat berjalan

sebagaimana mestinya yang disebabkan adanya bencana alam.

m. ltlasa Pemulihan adalah suatu kondisi dimana kegiatan yang dilaksanakan oleh

unsur-unsur Pemerintahan dan masyarakat yang bertujuan untuk menormalkan / memulihkan /

mengembalikan keadaan kepada kondisi seperti sebelum terjadinya bencana.

n. Prosedur Tetap adalah kumpulan instruksi, perintah, pedoman dan sejenisnya yang berlaku

untuk waktu yang cukup panjang bagi suatu organisasi, lembaga, satuan, komando dan

sebagainya bagi pelaksanaan tugas rutin^ugas khusus, baik taktis maupun adminastrasi.

o. Penanganan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-

langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan kesiapan pada saat sebelum

terjadi bencana, pencairan, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat

terjadinya bencana serta rehabilitasi atau rekonstruksi sarana umum/sosial pada saat setelah

terjadinya bencana.

p. Pengungsi adalah orang/kelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa. baik

secara swaoaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula'

karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan terjadinya bencana

alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia dan bencana alam.

q. Penangangan Pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi

sebagai akibat dari bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial yang

meliputi langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat'

rehabilitas mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik rekonsiliasi,
pengembalian/pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/relokasi'

r. Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) adalah wadah koordinasi

yang bersifat non struktural bagi penanganan bencana dan pengungsi yang berada dibawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

.s. Safuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana dan Pengungsi (Satkorlak PBP) di

Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur'

t. Satuan Pelaksana Penanganan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) adalah wadah yang

bersifat non struKural bagi Penanganan bencana dan pengungsi di Kabupaten/Kota yang berada

dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

u. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan

sarana prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali

v. Relokasi adalah kegiatan menempatkan/memukimkan kembali pengungsi dari tempat

penampungan sementara ke tempat yang tetap dilokasi yeng baru.



t. ruANG LINGKUP

Prosedur Tetap ini meliputi Tugas pokok ful|gsi dan peranan Satlak PB dan mekanisme
bcncana di Kafupabn Nias, dengan sistematika :

BAB.1 PENDAHULUAN.
1. Umum.
2. Dasar.
3. Maksud dan Tujuan.
4. Peng€rtian,
5. Ruang Lingkup.

ORGANISASI. TUGAS DAN FUNOSI.
1. Tingkat Kabupaten.
2. Tingkat Kecamatan.
3. Tingkat Dosa/Kelurahan.

TEKANISIIE PELAKSANAAN PEXA}IGAI{AN BEI{CAilA.
'1. Di Desa / Kelurahan.
2. Di Kecamatan.
3. Di Kabupaten.

: POKOKPOKOK KEGIATAN.
1 . Kegiatan Op€rasional.
2. Kegiatan Pendukung Organisasi.

KORDINASI, PENGENDALIAN, KOTUI{IKASI OAN INFORMASI.

9AB -tl

aAB- ill

BAB -IV

BAB-V
1. Kordinasi.
2. Pengendalian.
3. Komunikasi.
4. lnformasi.

BAB - VI : PETBIAYAAN OAN PERTANGGUNGJAWABAI{

1. Sumber Pembiayaan.
2. Pertanggungjawaban.

BAB-Vll: PENUTUP.



BAB II

ORG/IIYISASI, TUGAS DAIT FSNGSI

I.III{GKAT KABUPATEN

r. Bupati Nias mengkoordinasikan Organisasi Struktural dan non struktural di Kabupaten Nias

dalam kcglatan Penangenan Bencana dan kegiatan PB mulai dari tahap sebelum, pada saat
drn lcludth btladl bcncana.

b. Untuk mcmbantu Bupati Nias dalam mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana
dlbcntuk Sehrm Pelakaana Penanganan bencana (Satlak PB) dengan, susunan

keanggotean aabegai berikut :

Kctua : Bupati Nias

Wakll Ketua | : Dandim 0213Nias

Wakil Kotur ll : Kaoolres Nias

Sekr€taria : Sekda Kabupaten Nias

K€tua Pelaksanaan Harian : Wakil Bupati Nias.
:' S€kretaric Pelakcanaan Harian : Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Nias

Wakil S€krgtad8 Pelaksana Harian : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan
Kesbang dan Linmas Kabupaten Nias

Bandaha6 : Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Nias

Anggota : '1. Asisten Tata Praja dan Kessos Setda Kabupaten Nias

2. Asisten Administrasi dan Ekbang Setda Kabupaten Nias

3. Kepala Bappeda Kabupaten Nias

4. Kepala BPM Kabupaten Nias

5. Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Nias

6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias

7. Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabuoaten Nias

8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias

L Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias

10. Kepala Dinas P{:rtanian dan Kehutanan Kabupaten Nias

\ 11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

12. Kepala Dinas Perindagtamben Kabupaten Nias

13. Kepala Kantor Siatpol PP Kabupaten Nias

14. Direktur RSU Gunungsitoli

15. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Nias

16. Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Nias

17. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Nias

18. Kepala Bagian l{umas Setda Kabupaten Nias

19. Kepala Bagian llukum Setda Kabupaten Nias

20. Kepala UPT/Balai PSDA Nias

21. Kepala Balai Pembinaan Wilayah Vl Dinas Penataan Ruang dan

. Pemukiman Propinsi Sumatera Utara

22. Kepala Unit Penanganan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jembatan Gunungsitoli (UPRPJJ)



23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
JJ.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Kepala Stasiun RRI Gunungsitoli

Kacab. PT Telkom Gunungsitoli

Kepala Stasiun Badan Metereologi dan Geofisika Gunungsitoli

Kasi Logistik Elulog Kabupaten Nias

Ka. PLN Ranting Gunungsitoli

Ka. Unit Penyalur Pertamina

Kacab. PDAM Tirtanadi Gunungsitoli

Dan Pos Angkatan Laut Gunungsitoli

Pasi TER Dim 0213/Nias

Kabag Ops. Polres Nias

Ketua SAR Kabupaten Nias

Ketua Palang Merah Kabupaten Nias

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias

Ka. Kwarcab Pramuka Kabupaten Nias

Ketua DPD KNPI Kabupaten Nias

ReKor lKlP Gunungsitoli

Ketua MUI Kabupaten Nias

Dekanus Dekanat Nias

Persekutuan Gbreja Indonesia (PGl) Daerah Nias

Percekutuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGIP) Nias

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUATI PELAKSAI{A PENANGANAN BENCATIA KABUPATET{ iIIAS
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c. Bupati Nias Selaku Ketua Satlak PB membentuk :

1. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanganan Bencana (Rupusdalops pB), sebagi,i
ruang data dan pusal informasi dan pengendalian kegiatan Penanganan Bencana.
Rupusdalops PB bertempat di Kanbr Bupati atau Kantor Badan Kesbang dan Linmas
Kabupaten Nias atau Kantor Unit Pelaksana fungsi Linmas Kabupaten Nias. Rupusdalo;,:-,
PB dipimpin oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas atau Pejabat pelaksana fungsi
Linmas Kabupaten Nias dan dibantu oleh unsur TNI/Polri, Kesehatan, Kimpraswil, Sosial
dan unsur lain yang terkait. Bertempat di Rupusdalops diatur giliran petugas Piket Siaga
PB secara terpadu.

2. Tim Reaksi Cepat ORC), yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur Satuan Hansip/Linmas,
TNI/Polri, Kesehatan, Kimpraswil, Sosial dan unsur lain yang diperlukan, dengan tugas
melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila
terjadi bencana di Kabupaten Nias.

3. Satuan Tugas (Satgas) satlai PB, sebagai organisasi k€rangka yang disiapkan dari unsur
Satlak PB untuk membantu pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di wilayah
Kabuputen Nias, apabila Unit Operasi PB Kecamatan tidak mampu mengatasinya. Satgas
bersifat sementara, dalam arti dibentuk bila diperlukan dan dibubarkan setelah selesai

: Penugasan.

d. Satlak PB Mempunyai Tugas :
Melaksanakan kegiatan penanganan bencana di Kabupaten Nias yang melaputi tahap-tahap
sebelum, maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan,
penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

e. Satlak PB lllempunyai Fungsi :

1). Memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi dan. pembinaan untuk meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan bencana di
Kabuoaten Nias.

2). Melaksanakan penanganan bencana secara langsung di Kabupaten Nias dengan
memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanganan bencana, sarana dan
prasarana yang ada di Kabupaten Nias.

3) Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanganan bencana dengan Satlak PB yang
terdekat.

4) Penerimaan dan penyaluran serta penanggungjawaban bantuan penanganan bencana di
Kabuoaten Nias.

r, 5). Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubemur selaku Ketua Satkorlak PB dan
Bakornas PB.

2. NNGKAT KECAMATAN
a). Camat mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyatakat

dalam kegiatan Penanganan bencana mulai dari tahap sebelum dan pada saat dan sesudah
teriadi b€ncana.

b). Untuk membantu Camat dalam mengkoordinasikan Penanganan bencana dibentuk Unit Operasi
Penanganan Bencana, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Ketua

2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua ll
4. Sekretaris

:  Camat. '

: Danramil.
:Kapo l sek .

: Sekretaris Kecamatan.
5. Pelaksan Harian : Pejabat Pelaksana Fungsi Linmas Kecamatan.
6. Anggota : Unit-unit terkeit dan masvarakat / LSM.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PELAKSAIiIA UNIT OPERASI PENANGANAI'I BENCANA

KECAMATAN

UNSUR TNI /
POLRI

TOKOH
MASYARAKAT

c. UNTTOPERASI PBMEMPUNYAI TUGAS:

a. Memberikan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan

kesiapsiagaan masyarakat dalam Penanganan bencana.

b. Mengkooidinir potensi masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayahnya dalam
pelaksanaan Penanganan bencana.

3. TINGKAT OESA/KELURAHAN

a. Kepala Desa/Lurah mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam

Penanganan bencana mulai dad tahap sebelum, pada saat dan sesudah teriadi bencana.

b. Kepala Desa/Lurah mendorong swadaya masyarakai dalam kegiatan Penanganan bencana

sehingga teMujud kemandirian dalam upaya Penanganan bencdna.

c. Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan mengorganisir

anggota Satuan Hansip/Linmas di wilayahnya dalam 3 (tiga) kelompok lingkungan :

\1). Kelompok lingkungan pemukiman.
2). Kelompok lingkungan pekerjaan/proyek/obyek vital.
3). Kelompok lingkungan pendidikan.

d. Untuk meleksanakan tugas Penanganin bencana, masing-masing kelompok Satuan
Hansip/Linmas sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a, b dan c dibentuk dan disu8un
dalam regu-regu sesuai kebutuhan penugasan, dengan kekuatan masing-masing regu f 10
orang, antara lain terdiri atas :

1). Regu Deteksi Dini.
2). Regu PPPK. 

--

3). Regu Tandu.
4). Regu Evakuasi.
5). Regu Dapur Umum.
6). Regu Caraka.
7). Regu Pencarian dan Penyelamalan (SAR).

8). Regu Pionir.
9). Regu Pemadam Kebakaran.
10). Regu Pengamanan.

-8-

untuk meningkatkan

WAKIL KETUA I

ANGGOTA



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN I'ASYARAKAT DESA / KELURAHAN

e). Satuan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

1). Menyusun potensi Hansip/Linmas dalam regu-regu Pelaksana menurut kebutuhan

Desa/Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya'

Mengerahkan potensi Hansip/Linmas dalam Penanganan bencana
yang terjadi diwilayahnya baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana

2).

I(EPALA
SATUAN HAIISIP'LII{ilIAS

DESA ' KELURAHAN

KEPALA KELflFOI(
SATUATI HAI{sIP I LNMAS
LIIIGKUXOAI{ P€i{DDIMII

KEPALA I(ELOflPOK
SATUAi HAfaSp r uflI^s

LTIIGXUIIGA]I P€IGR.IMII I
PROYET ' OSYEI( VITAL

KEPALA KEIOflPOK
SAIU ftH lr8pILnn s
LnoruiloAll PExurmAr



BAB III

MEKATISITfi E PELAKSAIIAAI|
PEI| /IIVG/IIT/IIY BE,rCAITA

pelaksanaan Penanganan b€ncana dilakukan $ecara beri€nJang mulai dari Desa/Kelurahan,

Kecamatan/Kabupat€n dan Propinsi.

1. DI DESA'KELURAHAN :
' 

a. Sebolum Teriadl Bencana:
1). Membuat Peta Rawan Bencana.

' 2). M€mbuat dan memelihara data Potensi Satuan Hansip/Linmas.

3.) Monyiapkan data paramedis dan fasilitas kesehatan/PPPK.
4). Menyiapkan potensi Satuan Hansip/Linmas dan ma8yarakat unfuk penanganan bencana.

E). Mengl(oordinir masyarakat dalam penyiapan alat-alai dan fasilitas penanganan bencana.

6). Mengadakan penyuluhan dan gladi/latihan penanganan bencana.

?). Menetapkan lokasi allematif pengungsien kdrban bencana.

B). Meningkatkan karaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya. peringatan dini terhadap
kemungkinan tedadinYa bencana.

b. Pada Saat Terjadl Bencana:- 
1). Menc€ri dan menyelamatkan korban akibat bencana

1o 2). Memberikan pertolongan perlama kepada korban akibat bencana.

3). Menguhgsikan korban bencana.
4). Menyiapkan dapur umum.
5). Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana'
6). Mengamankan daerah ]rang keha bencana.
7). Menerima, mengelola dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan.

8). Mdlaporkan kejadian bencana kepada Camat. :
c. Sesudah TerJadl Bencana :

i 1). Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.

2). Menempetksn korban b€ncana ke penampungan sementera di lokasi yang aman'

3). Merujuk korban bencana yang mengalami gangguan fisik, psykologis, dan sosial ke Rumah

_ \ sakiuPuskesmas atau lembaga rehabilitasi terkait.
4). Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas sosial dan fasititas umum yang te (ena

oencana.
5). Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhah yang diperlukan kopada Camat'

2. DI KECAMATAN :

a. Sebelum Terjedl Bencbna :
1). Membuat peta rawan bencana, menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah altcmatlf

pengungsian korban bencana serta potensi satuan Hansip/Linmas di Desa/Kelurahan yang

rawan bencana.

2). Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada potensi Satuan Hansip/Linmas dan

masyarakat di desa/Kelurahan yang rawan bencana.

3). Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.



b. Pada Saat Teriadi Bencana :

1). Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan menyiapkan dapur umum.

2). Menyiapkan tempat p€nampungan sementara bagi korban bencana.
3). Mengungsikan korban bencana.
4). Mengamankan daerah yang terkena bencana.
5). Menerima, menyalufian banfuan serta mempertanggungjarvaH(an.

6). Melapod<an kejadian bencana kepada Bupati Nias.

c. Sesud.h Te.iadi Benc.ne.
'l). Mengin\rentadsasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian-

2). Merehabilitasi dan mer€nkonstruksi fasilitas sosial maupun fasilitas umum di daerah bencana.
3). Men€mpalkan kembali korban bencana ke lokasi s€mula, ke pemukiman masyarakal atau

pengalihan ke lokasi yang aman.
4). Menerima dan menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkannya.
5). Melaporkan kejadien bencana dan banfuan yang diperlukan kepada Bupati Nias.

3. DI KABUPATEN:

a. S€belum T€fjadi Bencana
1). Membuat peta rawan bencana, menginformasikannya kepada Pemerintah dan masyarakat

yang bersangkutan.

2). Menyusun potensi Satuan Hansip/Linmas dan Satgas PB di Kabupaten Nias.

3). Menetapkan daerah altematif pengungsian korban bencana.

4). Menyusun program Satlak PB, antara lain pendidikan dan pelatihan, Gladi posko dan geladi
lapangan PB, serta Prosedur Tetap s€tiap jenis bencana.

5). Menetapkan anggaran PB dalam APBD Kabupaten Nias.

b. Pada Saat Teriadi Bencana.
1). Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PB yaitu mergadakan rapat koordinasi dan

konsolidasi Satlak PB, mengirimkan Tim Reaksi Cepat ke daerah bencana se a menyiapkan
Satgas PB.

2). Mengirimkan bantuan Satgas PB ke daerah bencana (bila diperlukan).

3). Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat
penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/pramedis, obat-obatan,
pakaian dan bahan makanan.

4). Melaporkan kejadian bencana dan penanganannya kepada Gubemur.

c. Sesudah Terjadi Bencana.
1). Melaporkan jumlah korban bencana perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi

dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Gubemur.

2). Memberikan banfuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman,
fasilitas sosial dan{asilitas umum di daerah bencana.

3). Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.



BAB IV

FOKOK-FOKOK KEOIATAJ|

t, KEGIATANOPERASIONAL
Pokok - pokok kegiatan Penanganan b€ncana terdiri dari :
1). Koglattn Ptrv6nrl mollpuu ponyiapan dan p€nyulunen borbtgal p€returan yang ditulukan

unfuk monghindsri timbulnya bencana 3orta pongawaran terhadap pelaksanaan
pombangunan agar s€lalu berwawasan lingkungan pembuatBn p€tia rawan b€ncana dan
aneli8is r€6iko bencana.

2). K€giatan mitigasi meliputi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang bencana dari
akibatnya soda cara-cara untuk m€nghindarinya, pendidikan dan pelatihan bagi para petugas
dan masyarakat dalam upaya menghadapi bencana. Pembuatan kantong-kantong lahar,
cekdam, pemasangan tanda-tanda bahaya di daerah ranran bencana, pengawasan terhadap
dan pembuangan limbah 83, pemindahan penduduk dari berbagai peraturan daerah yang
berkaitan dengan Penanganan bencana.

3). Kegiatan kesiapsiagaan (preparedness), meliputi kegiatan pengaktifan pos-pos siaga dan
pengamanan serta pengawas penyiapan unsur-unsur Penanganan bencana memonitor secara
aktif berbagai aspek kegiatan yang potensial dapat mengakibaRan te{adinya bencana.

4). Kegiatan tanggap darurat meliputi kegiatan pengarahan unsur unluk melaksanakan kegiatan
operasi pencarian dan penyelamatan korban di lokasi terjadinya bencana serta bantuan darurat
lainnya agar korban dapat bertahan hidup, usaha normalisasi sarana dan prasarana
perekonomian dan transportasi masyarakat.

5). Kegiatan rehabilitasi metiputi kegiatan perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi dan fasililas
umum, bangunan rumah tinggal, perkantoran, sekolah dan rumah ibadah agar kehidupan
masyarakat dapat normal kembati, pemukiman kembali penduduk ke daerah yang aman'
pengobatan lanjutan kepada yang sakit dan cidera, penyatunan kepada anak yatim piatu dan
para manula yang tidak mempunyai keluarga lagi.

6). Kegiatan rekonstruksi merupakan kegiatan untuk membangun kembali secara terencana,
terpadu dan terkendali berdasarkan hasil evaluasi akibat bencana yang dibuat secara lintas
sektoral agar hasilnya dapat lebih baik dari pada keadaan semula dan lebih tahan terhadap
ancaman bencana.

2. KEGIATAN PEIIIDUKUNGORGANISASI.

a, Pendeteen.
t). Pengumpuhn Date

a). Data infomasi yang perlu dikumpulkan, bukan sefiiata-mata data dan informasi yang
berhubungan langsung dengan masalah bencana, m€lainkan juga data dan infomasi yang
b€rkaitan dengan kemungkinan terjadinya bencana, misalnya data tentang :
r Rencana Umum Tata Ruang.
. Rerrcana Tata Guna Tanah.
* Rencana Tata Guna Bangunan.
* Jumlah Gunrrng api aktif dan non aktif.
* Jumlah dan ll€tak bendungan rJan waduk.
* Jumlah pen'rebaran penduduk dan mata p€ncahariannya.
+ Jumlah fasilitas kesehatan/rumah sakit.
* Pusat-pus€rt kegiatan industri.
. Jumlah cu rah hujan dan keadaan cuaca.



r Jaringen jalan raya, ker€ta api, pelabuhan laut, bandara udara.
r Lalu lintae darat dan laut.
I K€giatan l6pas pantai.
r Sumb€r-sumb€r mineral dan tambang. j.
I Lokasi ponyebaren fasilitas PB.
. Data lpoleksosbud Hankam.
r Oata daerah pengungsian.
. Data rawan konflik sosial.
I Data rawan bencana.
. Data lain yang bermanfaat.

b). Datia yang dimaksud diatas dihimpun ke dalam sistem informasi geografis yang setiap saat

harus dimutakhirkan.

c). Data yang dimaksud pada butir a tersebut dapat diperoleh dari instansi fungsional atau

instansi Teknis yang dikumpulkan secara periodik atau pada saat diperlukan.

d). Dengan banfuan sistem informasi geografis yang dikelola secara baik dan benar, maka
setiap bncana yang mungkin teriadi akan dapat dideteksi/diprakirakan sebelumnya

2). Pengelolaan Data

a. Data yang diperoleh dari berbagai instansi fungsional maupun teknis pada dasarnya masih
merupakan data mentah yang harus diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan PB.

b. Data tersebut selanjutnya supaya diplot kedalam peta rencana Penanganan bencana, guna

memudahkan penggunaannya sebagai acuan dalam pembuatan perencanaan.

3). Penyailan Data/lnformasi.

a. Penyajian data/informasi dilakukan secara periodik kepada pimpinan dan atau setiap
pimpinan memerlukannya.

b. Data yang disajikan harus merupakan data mutakhir sehingga pimpinan tidak akan mungkin
mengambil keputusan yang keliru akibat data yang tidak akurat.

c. Data yang bersifat rahasia tidak dibenarkan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang tidak
berhak, kecuali bila telah mendapatkan izin atau perintah dari pimpinan secara tertulis.

d. Data bencana dan Penanganannya harus dipaparkan di papan tulis agar mudah diketahui
oleh para pejabat dan atau petugas yang memerlukan.

e. Akurasi data bencana yang tinggi amat diperlukan dalam usaha pemberian bantuan,
penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

.0. Prosedur Pertukaran Data dan Informasi.

a. Pertukaran data dan informasi antara pusat-pusat Penanganan bencana amat penting guna
pemutahiran data dan informasi yang.ada. Sedang pertukaran data dan informasi antara
instansi amat penting guna mengadakan sinkronisasi dalam pembuatan unit tehnis

terkaitlkegiatan. Pertukaran data antara unit tehnis terkait dapat dilakukan melalui
pertemuan dan surat - menyurat.

b. Antara pusat Pelnanganan bencana.

a). Kecamatan selalu mengirimkan data terakhir kepada Satlak PB yang bersangkutan
melalui mekenisme laporan mingguan atau bulanan.

b). Pos-pos pengaman gunung berapi, gempa bumi, cuaca, banjir dan pos keamanan harus

selalu mengirimkan hasil pantauannya ke pusat Penanganan bencana setempat
(Kecamatan, Satlak PB) dengan menggunakan sarana komunikasi tercepat yar€

tersedia guna menghindari kelambatan dalam pengambilan aksi lebih lanjut-

c). Antar instansi, penukaran data dan informasi antar instansi dilaksanakan secara periodik

sesuai kebutuhan, terutama dalam rangka sinkronisasi pembuatan perencanaan dan
pada saat terjadi b€ncana,



b.  Pr l rpo r .  n
Proa.dur PaLponnllnformarl rebrgrl berlkut :

a, Lrpor.n Kclrdlen Bencene,
t). G€jele kejadian alam dan konflik yang dip€rkiraken alan be*embang meniadi bencana

y.ng brirdl dlharapkan dapat dilaporkan kcp.de lGftr. S.0.k PB lGbupebn Ni!..
- Posrlnstrnlipcngamal.
- Pos dage pomerintah dan swasta.
- Melyarakat.
- K€p61. D€m/Lurah.

2). Lapor.n brlohlt diatas diharapkan dapat diklrlm||n laoapaftye ddtgEn aarsna
komunik6i yeng ada kepada Ketua Satlak PB tcd€kat disemping koweilban untuk
melaporkannya kepeda kesaiuen/instanli indukny! maalng-mrdng.

3). Sdrk PB bo*ewajiban untuk monoruskan l.poEn btr.but kcp.dr S.0.otl* PB SU
untuk $lanjutnya ditrrulkan kopeda K.tur Bekoml PB.

4). Inrtan.i/Dinas yeng m€n€rima laporan t ntrrg rd.ny. koJedien b.|tcln! wsiib
m.n rurk.nny. untuk $l.niutnye diteru.k.n k $tlotld( PB,

b, lontul Lrporrn Lnflnr
Drhm nngkr k c.prt|n pfiyrlunn Intorm||l lrponn brnomr rild danef,n rlhhyt
dlbrgl mrnJrdl 'l tlngkrt :
1). Lrponn rwrl
2). Lrporn P.neud
3), Lrponn Prilrmbrngrn
4), Lrponn rkhlr

('l), Lrponn rwrl h.ru. dlklrlmk.n drd lokad b.nomr oLh Cmd f|pdr Sdrl PB
uniuk rdmluhyr dlbru.krn kcprdr Erfiodrl PB d.n B*oflur EP br||:
I T.nggrl dan w.ktu kclrdl.n
r B.ntuk bcnc.nl dan Intcnrlter k.ledl.nny.
r Lokeal drn prorc keJadlannya
. Tindaken yang !€dang dan eedang dlambll
. Banfuen yang amat p€rlu

(2). Laporan penguat, dikirimkan segera setelah ddspd(an infomaC lstih bmfap
bedsi:
. Rincian tentang bencana yang terjadi, m€lipuu, inbnslbs, pont€beb, da€rah

yang terlanda.
r Jumlah penduduk yang tertanda bencam, iumlah yang !€ldnet, cad€ta,

m€ninggal dan hilang serta yang mengungsi.
. Kerusakan yang timbul akibat bencana (didnd), takiren kon gisn.
r Usaha Penanganan yang sedang dilaksanskan dan htltnya.
. Kesulitan dan hambatan yang dialami.
. Bantaian yang masih diperlukan, dirinci j€nis d8n jumlehnya.

(3) Laporan perkembangan dikirim oleh Konrandan SATGAS PB di lapaqpn fcpada
Ketua SATLAK PBP bersifat sebagai pemutahiran datra dan inlomai yang p€mah
dikirim sebelumnya, disamping sebagei laporen pofientbengFn ulehe PonangEnan
yang harus dikirimkan setiap hari minimal gahr kal beriC :
r, Kerusakan yang timbul akibat bencana (dirinci), takGiren kerugian.
* Perkembangan bencana yang terjadi.
I Perkembangan kondisi para p€nderita

I A



* Perkembangan usaha Penanganan
. Kesulitan dan hambatan yang dialami
. Bantuan yang telah diterima
. Bantuan yang masih diperlukan
Laporan dari SATLAK PB Kabupat€n ilitr f€gtda SATKORLAK PB dan
BAKORNAS PB secara khusus, diharapkan berbirlnamu:rt hel-hel yang bersifat
strategis yang dapat digunakan sebagni bahen lcuen dgbm menyu8un rencana
rehabilitasi s€lanjutnya.

(4). Laporan akhir dibuat segera setslah lihrali boncana tnecda dan usaha
Penanganannya dinyatakan selesai, mdt rat lilrra bh :

r Kronologis kejadian bencana.
i Rekapitulasi Penanganannya. '

+ Rekaritulasi jumlah kerugian.
. Rencana usaha rehabilitasi rekoffifrukli t€ldld dan enggaran yang diperlukan.
I Bantuan yang amat diperlukan, jenis, jutttlt.
. Evaluasi kejadian bencana dan pd|JlgD|.|rtyr, tsldor pendukung dan

penghambat.

c. Bcntuk trporan Penerimaan dan penyeluren bmtm.

l. bantuan untuk korban bencana yang diterima dal bctDegaa plt€k peilt diadminishasikan
sacara bak dan benar sejak saet pene.imeen rhn pcnyetrannya untuk dipakai sebagai
dasar pertanggungjawaban.

2. SATLAK PB yang rn€nerima bantuan, wejib tnan$ud ct0rtm lcruai d€ngan tormat yang
dit€ntukan.

3. SATLAK PB ya.E menerima banluan dati .teu mehit SATKORTAX PBTBAKOR'{AS PB
walib mengirimkan data tanda penerimaan s€clpahya. d€ngan diseilai keterangan
tempat atau tindakannya jenis bantuan yang dilanfirpa ittga ddtgan inir dan iumlah
bantuan yang amat dip€rlukan.

4. Laporan yang dibuat oleh SATLAK PB Kahrp.[dl t{r kcpadl SATI(ORIIK PB dan
MKORNAS PB diharapkan memuat hal-M yane bcdat lbatogit dan merupakan
laporan resmi Pemerintah Kabupaten/Kab{tpabn Niat. bofta :
. Tanggal dan wakfu kejadian.
. Benfuk dan jenis bencana.
r Intensitas kejadian dan daerah yang t€d(ona.
r Jumlah penduduk korban yang selamat, ddda, md*|![d den htaq.
. Jumlah pengungsi dan kondisi.
. Sarana dan prasarana yang rusak.
r Jumlah keliugian yang diderita.
. Banfuan yang telah diberikan, jenis dan jumlah.

' Bantuan yang masih diperlukan, jenb dan lunilCr.
r Keterangan lain yang perlu untuk mempermuddr P.||g rbtan k@ubsan oleh Ketua

SATKORLAK PB mauDun BAKORNAS PB.



d. Dalam hal eda kosulitan untuk mendapa0(an date bencane 3ocara langkap sekaligus pada
$rt kcadeen darurat, maka laporan dapat dlkldmkan dslem 4 trhap polaporan sebagai
berikut :

I. LAPORANTAHAPl.
Merupekan laporan awal yang hanya melapo*an keiadian boncana.

Contoh Bentuk Laporan

SEMENTARA
TETAP

DARI
KEPADA

TEMBUSAN

LAPORA}I BENCAilATAHAP I

:SATLAK PB KABUPATEN NIAS
: 1. BAKORNAS PB
2. SATKORLAK PB PROPINSI SUMATERA UTARA

NOMOR :

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. JENIS BENCANA
2. TGLMAKTU KEJAOIAN :

3. LOKASI KEJADIAN :
4. INTENSITAS KEJADIAN :

S.DAERAHYANGTERLANDA :
6. PENYEBAB BENCANA/PENGUNGSI :
7. TINDAKAN DARURAT YANG

SEDANG DILAKSANAKAN

8. KETERANGAN TAMMHAN :

TANGGAL :

KETT'A SATLAK PB
KABUPATE}I ilIAS,



I. I'FORAilTAHAPII.
llcrupakan laponn penguat I yang m€muat k€lerangan akibat bencana.

Conbh B€ntuk Lsporan

SEMENTARA
TETAP

LAFORAil BENCAI{ATAHAP II

TURI : SATLAK PB KABUPATEN NIAS
I(EP DA : t. BAKORNAS PB

2. SATKORLAK PB PROPINSI SUMATERA UTARA
TEUEUSAN :

NOIIOR : TANGGAL :

A. OATA XORBAN AKIBAT BENCANA

B. OATA KERUSAKANAKISAT BENCANA.

Ceteorn: 1 .  . . .  .  . .  . .  .  . .  .  .  . .  . .  .  .
2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. KETERANGAN
1. Talsiran lGrwian
2. K€giatan darurat yang telah dilaksanakan :
a. Ol€h SATUK PB
b. Obh SATKORI-AK PB

KETUA SATLAK PB
KABUPATEN NIAS,

l|o. Xocnrrirn Jumbh Cldcr. hnlnggrl
Ir{o)

HlLng
(HL)

Ketgrangsn
XX Jlwr R B

Xo. J.nb Kacrmat Kecrmrtan Tak!lren
KeruohnJml RR RB RT HL Jml RR RB RT HL

( . . . .  . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . )



t. LAPIORANTAHAP III.
Merupakan laporan penguat ll yang memuai keterangan tentang kebutuhan bantuan
unt k korban b€ncana.

Contoh B€ntuk Laporan

SEMENTARA
TETAP

LAFORAN BEITCANA TAHAP III

DARI :SATLAK PB KABUPATEN NIAS
KEPADA : 1, BAKORNAS PB

2. SATKORLAK PB PROPINSI SUMATERA UTARA
TEMBUSAN :

NOMOR :

A, DATA KEBUTUHAN BANTUAN

B. OATA KEBUTUHAN TEMPAT TINGGAL

TANGGAL,:

KETUA SATLAK PB
KABUPATEN NIAS.

No. Jonb Jumlah
Penderita

Di Keterangan
Jumlah Tersedia Kurano

llo. Jenb Jumlah
KK

Dlperlukan
Jumlah TeBedla Kurang

a. Catatan :



LAPORAN TAHAP IV.
Merupakan laporan pelengkap dari seluruh laporan yang pernah dilaporkan sebelumnya
dan merupakan hasil evaluasi dari Tim Pengkaji pasca Bencana.

Contoh Bentuk Laooran

DARI
KEPADA

TEMBUSAN

LAPORAN BENCANATAHAP IVA

: SATLAK PB KABUPATEN NIAS
: 1. BAKORNAS PB
2. SATKORLAK PB PROPINSI SUMATERA UTARA

NOMOR

A. DATA KEBUTUHAN REHABILITASI

B. DATA KEBUTUHAN MATERIAL

a. Cetatan :
C. Keterangan:

1. Bantuan yang telah diterima :
a. Dana

b. Barang
c. Personil

2. Asal Bantuan.

TANGGAL :

KETUA SATLAK PB
KABUPATEN NIAS.

llo, Oblek
Reh.bllltr!l Ptloilt s Jumlah Jumlah KeteranganDlperlukenTersedieKurang

No. Jen13 Jumlah Keterangandiperlukan TeEedla Kurang



Contoh Bontut L4oran

SEMENTARA
TETAP

LAPORAN BENCANATAHAP IV B

DARI :SATLAKPB KABUPATENNIAS
XEPADA : 1. BAKORNAS PB

2. SATKORLAK PB PROPINSI SUMATERA UTARA
TEMzuS tl :

NOMOR :

A. DATA KEzuTUFI,AN REHABILITAS

TANGGAL:

KETUA SATLAK PB
KABUPATEN NIAS,

B.

llo. Olbrlme
Jenb Benftnn Satuan' JumlahTrnggal Drrl

JumLh

PENYALUR^N

No. Dltcrlme
&nb Benturn S.tuan JumlahTr4prl Derl

Jumbh



c. Soiolah b.ncana ]€da dan operasi PB diang0Eg !.btra, SATLAK PB berkeurajiban untuk
membuat lrporan bfulla Bocere kronologla, d.ngan dimrtai evaluasi dan rencana
r€hablllteC, t€komfuid(C dan rekolaai soc8r. m.nychrruh bcrikut p€r*irean den sumber
angoeran yan0 dlpcrluken.

l(.ghn Pcmlntren drn Pdryrlur.n Brmurn
l). T.tr C.re Pcnnlnttan Banfuan.

r). Pada dannryr korten bcncana amat mdncdi*rn bantusn rocara capet dan t€pat, oleh
lcbab lfu SATI I( PB heru! momahaml bat l maaddr bcntu.n yang amai dlperlukan oleh
korban bencana, Bcrta rnongetahui perkireen lunbh y.ng dipedukan.

b). IntomeC Bcmacam ini amat diperlukan obh plhat donor balt dari dalam maupun dari luar
n€god yeng mcntruh simpati untuk ikut meriqgenken korban boncana.

c). Pottgejuen pcnnintaan bantuan oleh SATIIK PB herur Galistik baik dari segi jenis
maupuniumldmys.

2). Benfuan Logirdk unfut korban bencana.

a). libngingst akan adanye keterbatasan kemanpuan Pamerintah untuk memberikan
tatfrrnan k€paals korban bencana, make parliaitoi m8yarelot dan dermawan untuk
tn€rnbanfu korban bencana sangat diperlukan dan p€rlu dibcdkan wedah secara konkrit.

b). Usaha pengumpulan bantuan/sumbangan untuk korban bencana yang dilakukan oleh
masyaraket tidak boleh menyalahi ketentuan peretnsn porundangan yang berlaku, bersifat
suka r€la dan tilak m€ngikat, sedangkan untuk nrenghlnderi tmbulnya biaya yang besar
dalam poyaluren banfuan yang dikumpulkan obtr maryarakat maka hasil pengumpulan
banfuan brrcbtlt harug disalurkan melalui SAT|-AK PB K.bupat€n Nias.

c). Peny€rahan 3umbangan dapat dilakukan secara langrang kepada korban bencana setelah
m€ndap€t potunjuk da.i Ketua SATLAK PB t6bupabn Nias.

d). SATLAK PB dapai menolak sumbengan dari fihek kotiga apobila bentuk dan jenis barang
yeng dbumbsngkan tHak sesuai dengan yang dp€rlutan atau karena persediaan telah
bedeblhan. Ddam hal demikian frihak penpmbsrp dinlnta agar hanya menyumbang
gocual rhngan yang dip€dukan.

6). Ketue SATLAK PB be*amjiban untuk melaportan kepeda BAKORNAS PB le$rat
SATKORLAK PB tantang ienis dan jumlah bentuan yang dibrima dari berbagai pihak dan
ponyslurannye lacera lransparan. Sedangkan Jenie bantuan yang tidak habis dipakai agar
disimpan dan dipdhera sebagai inventeds SATLAK PB dan dilaporkan pelaksanaannya
KEPEdA SATKORIIK PB dan BAKORNAS PB.

Q. Banfuan yang dikumpulkan dari masyarakat sepenuhnya harus disampaikan kepada
kotban bencena scdangksn biaya pengiriman, Uaye kepanitiean ditanggung oleh SATLAK
PB l(abupsbt Nlas.



BAB V

KORDTIIASI, PEIYGEITDALIAIT KODII'NIKASI DAIT INF'ORXASI

't. KoRolNASl

Didalam melaksanakan kegiatan PB secara terkordinasi dan terpadu yang melibatkan berbagi
instansi pemerintah, faktor kordinasi antara pejabat dan pimpinan merupakan salah satu kunci utama
yang pedu mendapat perhatian dan kegiatan kordinasi dilaksanakan sebagai berikut:

a. Operasinal Penanganan bencana di wilayah Kabupaten Nias dilaksanakan oleh Bupati selaku
Ketua Satlak PB secara terkordinasi dengan instansi terkait.

b. Untuk memperlancar dan mempermudah kordinasi di lapangan disamping Posko Satgas PB yang

sudah ada, UOPB dapat mendirikan Posko pembantu dilokasi bencana den tempat

9enampungan.
c. Guna mempermudah koordinasi di lapangan dalam penyelenggaraan operasi, setiap instansi yang

terlibat mengirimkan wakilnya ke Satlak PB guna membantu pengendalian operasi yang sedang
dilaksanakan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1). Penghubung berkewaliban untuk mengadakan kordinasi langsung dengan pimpinan

instansinya masing-masing dan menjabarkan dan melaksanakan keputusan pengendalian

operasi demi kelancaran penyelenggaraan operasi.
2). Penghubung harus dapat menjelaskan kemampuan, kesiapan dan kelemahan instansinya

dalam mendukung kegiatan operasi serta altematif bantuan yang dapat diberikan guna

kelancaran ooerasi.
3). Antara penghubung harus saling berkordinasi untuk menyatukan pendapat dalam mendukung

pengendalian operasi dalam rangka kelancaran operasi.

2. PENGENOALIAN

Komando dan pengendalian merupakan faKor penentu tingkat keberhasilan suatu operasi

Penanganan bencana yang melibatkan berbagai instansi dan organisasi secara terpadu. Fungsi

komando dan pengendalian ada pada pengendalian operasi PB yang ditunjuk oleh ketua Satlak PB

unfuk mengendalikan jatannya operasi PB dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

a. Satlak PB Kabupaten Nias berkedudukan di Kantor Badan Kesbang den Linmas Jln, Soekamo
No. 3 Gunungsitoli Telp (0639) 21485.

b. Untuk pengendalian operasi tiap-tiap UOPB membentuk Posko Satlak PB di Kabupaten Nias dan

dalam pelaksanaan operasi bertanggungjawab kepada Ketua Satlak PB Kabupaten Nias.

c. Untuk memudahkan pengendalian operasi PB maka Ketua Satlak PB menunjuk pimpinan
pengendali operasi yang berkedudukan di Posko Satlak PB.

d. Pimpinan pengendali operasi bertanggungjawab atas pelaksanaan operasi kepada Ketua Satlak

PB.

e. Untuk kelancaran operasi di lapangan, pimpinan pengendali Operasi membentuk Pos pembantu di

tempat op€rasi dilaksanakan dan dipimpin oleh pimpinan lapangan yang ditunjuk oleh pimpinan

pengendalai operasi Satlak PB, dan bertanggungjawab kepada pengendali operasi.

f. Setiap unsur yang tedibat dalam operasi melaksanakan tugas atas perintah pimpinan pengendali

operasi.

g. Instansi pemilik unsur tidak dibenarkan mengadakan intervensi terhadap perintah-perintah yang

yang dikeluarkan oleh pengendali operasi.

h. Bila terjadi kesulitan bagi unsur pelaksana di lapangan dalam mejalankan rencana operasi dan
perintah pengendali operasi maka unsur tidak dibenarkan mengambil kebijakan tanpa persetuiuan
pimpinan di lapangan, kecuali saat yang sangat kritis yang akan menimbulkan korban iiwa bagi
pasukannya.
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3. KOTUNIKAS]

Antiar pusat Ponanganan bencana di daerah Kabupaten Nias dengan instansi Pemerintah, swasta
den masyerekat yang por €sial dalam mendukung kegiatan PB digetar sarana komunikasi secara
khusus disamping adarrya saluran hubungan telepon yang telah ada sebagai komunikasi
dilaksanakan sebagai b€rikut :

a. Komunikasi dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan berbagai sistem komunikasi dari
be.bagai instansi dan organisasi yang diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem untuk
mendukung k€giatan Penanganan bencana.

b. Untuk memp€rmudeh dan memper@pat komunikasi dapat digunakan berbagai jenis da(a
komunikasi sebagai berikut :
- Telpon/HP.
- Faximile.
- Radio HT.
- ssB.
- htemet.
- Caraka/Kurir.
- Telegram.

4. TNFORilASI

Sistem informasi merupakan suatu rangkaian usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan
pengajian data dan informasi yang ditujukan untuk memudahkan pimpinan dalam mengambil
keputusan secara cepat.

a. Sauak PB harus mempunyai himpunan data dan informasi secara lengkap dan mutakhir tentang :
1. Unsur PB kualifikasi dan lokasinya.

2. Lokasi penyimpanan peralatan dan logistik PB, jumlah, jenis dan kondisinya.
3. Alamat nomor telepon, telefax, telex, untuk meminta bantuan unsur, peralatan dan logistik.
4. Peta Daerah rawan bencana, rawan epidemi, rawan kekeringan, rawan kebakaran.
5. Peta sifuasi daerah.

6. Fasilitas kesehatian, Ambulance, rumah sakit, tenaga doKe., paramedik.

7. Fasilites sistem dan iaringan komunikasi,

8. Daerah yang disiapkan untuk pengungsian dan jalan pendekat.

9. Data serte informasi lain yang diperlukan untuk mendukung operasional SATLAK PB dalam
Penanganan b€ncana.

b. Data dan iniormasi dimaksud diatas setiap saal harus dapat disajikan kepade Pimpinan untuk
bahan perencanaan program serta bahan pen(tambilan keputusan secara tepat dan cepat.

c. Setiap ada perobahan data maupun informasi segera ditindak lanjuti oleh SATLAK PB agar data
yang terhimpun selalu dalam kondisi mutakhir dan dikirim ke SATKORLAK PB guna diteruskan ke
BAKORNAS PB.

d. Setiap InstansirDinas tetkait agar memberikan informasi sesuai dengan bidangnya dalam
memberikan dukungan pelaksanaan operasi.


